
   

KATA PENGANTAR 

 

Puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena tuntunan-Nya, Laporan 

Keterangan Pertanggungjawaban Perangkat Daerah Tahun 2021 Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai amanat dalam ketentuan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan 

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. dapat terselesaikan. 

Tuntutan terwujudnya kepemerintahan yang baik masih merupakan prioritas utama baik 

dalam skala Nasional maupun Regional agar terselenggaranya pemerintahan, pelaksanaan 

pembangunan dan pelayanan yang efisien, efektif, bersih dan transparan. 

Sangat disadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan Laporan Keterangan 

Pertanggungjawaban Perangkat Daerah Tahun 2021, untuk itu usul dan saran perbaikan menjadi 

perhatian dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPBD Provinsi Nusa Tenggara Timur di 

masa-masa yang akan datang. 

Akhirnya, kami haturkan terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerjasama dalam 

menyelesaikan penyusunan laporan ini. 

 

       Kupang, 31 Desember 2021 

Kepala Pelaksana 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

Provinsi Nusa Tenggara Timur, 

 

 

 

AMBROSIUS KODO, S.SOS 

Pembina Tk. I 

NIP. 19710220 199503 1 002 
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BAB I PENDAHULUAN 

 

1.1. Dasar Hukum  

1.1.1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana; 

1.1.2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi 

dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, pembentukannya ditetapkan 

dengan Peraturan Daerah;  

1.1.3. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 16 tahun 2008 tentang 

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana; 

1.1.4. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2009 ,tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa 

Tenggara Timur; 

1.1.5. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 

2005-2025; 

1.1.6. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur 

Tahun 2018-2023. 

 

1.2. Visi dan Misi Kepala Daerah 

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2014, 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Nusa Tenggara Timur, 

maka Visi dan Misi Provinsi Nusa Tenggara Timur yang didukung oleh BPBD Provinsi 

NTT yakni: 

V I S I  dan  MISI 

1. Visi  

Visi merupakan cita-cita atau wawasan masa depan yang rasional dan ingin dicapai 

pada waktu tertentu dengan dilatar belakangi oleh kondisi, potensi, tantangan dan 

peran suatu instansi. Visi Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah :  

” NTT BANGKIT MEWUJUDKAN MASYARAKAT SEJAHTERA DALAM 

BINGKAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA” 

 

 



2. Misi 

Perwujudan visi pembangunan ditempuh melalui misi untuk memberikan arah dan 

batasan proses pencapaian tujuan, maka tujuan pembangunan yang tertuang dalam 

visi, dijabarkan secara lebih konkrit kedalam lima misi pembangunan Jangka 

Menengah Daerah Provinsi NTT 2018-2023, BPBD Provinsi NTT mengemban Misi 

III yakni : 

 
Meningkatkan Ketersediaan Dan Kualitas Infrastruktur Untuk Mempercepat 

Pembangunan Inklusif Dan Berkelanjutan di NTT.  

Tujuan : Menjamin Terpenuhinya Dimensi Keberlanjutan (sustainable) 

Lingkungan Hudup Dalam Pembangunan.  

Sasaran  : Meningkatnya Ketangguhan Bencana Daerah  

 

1.3. Data Umum Daerah  

1.3.1. Data geografis wilayah 

Provinsi Nusa Tenggara Timur terletak di antara 8º-12º Lintang Selatan dan  118º 

-125º Bujur Timur. Secara geografis, luas wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur 

terdiri daratan seluas 4.734.990 Ha terbesar pada 1.192 pulau (44 pulau dihuni dan 

1.148 pulau tidak dihuni). Sebagian wilayahnya dan berbukit, hanya sedikit daratan 

rendah. Memiliki 40 sungai dengan panjang antara 25 – 118 kilo meter. Selanjutnya, 

batas-batas daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur  dapat diuraikan sebagai berikut: 

Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Flores; 

Sebelah Selatan berbatasan dengan dengan Samudera Hindia dan Negara Australia; 

Sebelah Timur berbatasan dengan Negara Republic Democratic Timor Leste; 

Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Provinsi Sape Nusa Tenggara Barat; 

Sebagian besar wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur berada pada rentang ketinggian 

100 s/d 500 meter di atas permukaan laut dengan luas ± 2.309.747 Ha, sedangkan 

sebagian kecil atau 3,65% wilayah Provinsi Nusa tenggara Timur berada pada 

ketinggian ± 1.000 m di atas permukaan laut. Lahan dengan Kemiringan ± 15 s/d 40% 

mencapai 38,07% dan lahan dengan kemiringan >40 % mencapai 35,46%. 

Keadaan topografis Nusa Tenggara Timur berbukit- bukit dengan daratan tersebar 

secara sporadic pada gugusan yang sempit. Pada semua pulau dominan permukaannya 

berbukit dan bergunung-gunung, diapit daratan tinggi atau perbukitan. Lahan dengan 

kemirigan 15º s/d 40º mencapai luasan 38,07%. Kondisi geomorfologis yang demikian 

menyebabkan pertanahan pada daratan sangat terbatas baik pertanian basah maupun 

lahan kering. Pertanian lahan kering banyak dilakukan pada daerah-daerah dengan 



kemiringan yang curam sehingga produktivitas menjadi rendah. Memilki sebanyak 40 

sungai dengan panjang berkisar antara ± 25s/d 118 km. Di daratan Flores dan daratan 

Alor terdapat 11 gunung berapi dengan ketinggian berkisar antara ± 637 s/d 2.149 m di 

atas permukaan laut, yang sejak tahun 1881 sampai dengan Tahun 2004 tercatat semua 

gunung berapi yang ada pernah mengalami letusan. 

Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur, termasuk dalam kawasan circum-

pasifik. Pulau Flores, Alor, Komodo, Solor,Lembata dan pulau-pulau sekitar terbentuk 

secara vuklkanik dan sering terjadi patahan. Sedangkan pulau Sumba, Sabu, Semau, 

Timor, dan pulau sekitarnya terbentuk dari dasar laut yang terangkat ke permukaan. 

Dengan kondisi ini maka jalur pulau-pulau yang terletak pada jalur vulkanik dapat 

dikategorikan daerah denagn kondisi tanah yang subur namun labil dan berpotensi 

untuk terjadi bencana alam. 

Di Provinsi Nusa Tenggara Timur, terdapat berbagai deposit tambang, maupun 

sumber-sumber energy lainnya seperti: Pasir Besi (Fe), Mangan (Mn), Emas (AU), 

Flourspor (Fs), Barit (Ba), Belerang (S), Posfat (Po), Zeolit (Z), Batu Pertama (Gs), 

Pasir Kwarsa (Ps), Pasir (Ps), Gipsun (Ch), Batu Marmer (Mr), Batu Gamping, Granit 

(Gr), Andesit (An), Balsitis, Pasir Batu (Pa), batu apung (Pu), Tanah Diatomea (Td) 

Lempung/Clay (Td). 

Dilihat dari struktur batuan, geologi yang ada di wilayah Provinsi Nusa Tenggara 

Timur terdiri dari: 

a. Batuan Silicic (acid) Rock (batuan berasam kersi asam), terdapat di Kabupaten 

Alor, Kabupaten Lembata, sebagian besar Kabupaten Flores Timur, Kabupaten 

Sikka, kabupaten Ende, sebagian besar Kabupaten Ngada, sebagian besar 

Kabupaten Manggarai, sebagian besar Kabupaten Barat dan sebagian kecil 

Kabupaten Kupang. 

b. Batuan Matic Basic Rocks (batuan basa); Batuan Intermediate Basic (basa 

menengah); Batuan Pre Tertiare Undividio (pra tersier tak dibedakan); Batuan 

Paleagene (pleogen); 

c. Alluvial Terace Deposite and Coral reets (alluvium undak dan berumba Koral) 

Batuan Neogene (neogen); Batuan Kekneno Series (deret kekneno); Batuan 

Sonebait Series (deret sonebait); Batuan Sonebait and Ofu Serias Terefolde (deret 

sonebait dan deret terlipat bersama); Batuan Ofu Series (deret ofu); Batuan Silicic 

Efusive (efusiva berasam kersik); Batuan Triassic (trias); Batuan Crystalline Shist 

(sekis hablur); 



Provinsi Nusa Tenggara Timur dikenal 2 musim yaitu musim kemarau dan 

musim hujan. Pada bulan Juni – September arus angin berasal dari Australia dan tidak 

banyak mengandung uap air sehingga mengakibatkan musim kemarau. Sebaliknya pada 

bulan Desember – Maret arus angin banyak mengandung banyak uap air yang dari Asia 

Samudra Pasifik sehingga terjadi musim hujan. Keadaan seperti ini berganti setiap 

setengah tahun setelah melewati masa peralihan pada bulan April – Mei dan Oktober – 

November. 

Walaupun demikian Provinsi Nusa Tenggara Timur dekat dengan Australia, arus 

angin yang banyak mengandung uap air dari Asia dan Samudra Pasifik sampai di 

wilayah NTT kandungan uap air sudah berkurang yang menyebabkan volume hujan 

lebih sedikit di banding dekat dengan Asia. Hal ini menjadikan NTT sebagai wilayah 

yang tergolong kering di mana hanya 4 bulan (Januari – Maret, dan Desembar) yang 

keadaan relative basah dan 8 bulan sisanya relative kering. 

Suhu udara maksimum rata-rata berkisar antara 30 s/d 36ºC dan suhu udara 

minimum berkisar antara 21 s/d 24,5ºC, dengan curah hujan rata-rata adalah 1.164 

mm/tahun. 

1.3.2. Jumlah penduduk 

Penduduk Provinsi NTT berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2019 adalah 

sebanyak 5.541.394 jiwa yang terdiri atas 2.744.159 laki laki dan 2.797.235 perempuan. 

(https://ntt.bps.go.id/indicator/12/556/1/jumlah-penduduk-menurut-jenis-kelamin.html )  

1.3.3. Pertumbuhan penduduk 

Rasio jenis kelamin tahun 2020 adalah 100 dimana jumlah laki laki lebih banyak 

dibandingkan jumlah penduduk Perempuan. Laju pertumbuhan penduduk tahun 2020 

adalah 1,25 persen. (https://ntt.bps.go.id/news/2021/01/21/223/jumpa-pers-hasil-

sensus-penduduk-2020.html ) 

 

1.3.4. Jumlah PNS 

Sampai saat ini jumlah pegawai pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

Provinsi Nusa Tenggara Timur  berjumlah 51 orang.  Dari jumlah tersebut pegawai 

yang berpendidikan S2 berjumlah 7 orang, S1 berjumlah 37 orang dan yang 

berpendidikan D-II/ D-IV berjumlah  1 orang, sedangkan yang berpendidikan SLTA 

berjumlah 9 orang dan yang berpendidikan SMP 1 orang. 

 

 

 

https://ntt.bps.go.id/indicator/12/556/1/jumlah-penduduk-menurut-jenis-kelamin.html
https://ntt.bps.go.id/news/2021/01/21/223/jumpa-pers-hasil-sensus-penduduk-2020.html
https://ntt.bps.go.id/news/2021/01/21/223/jumpa-pers-hasil-sensus-penduduk-2020.html


1.3.5. Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan 

Dapat disampaikan bahwa pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi 

NTT tidak adanya pendapatan 

1.3.6. Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja 

Realiasasi belanja menurut jenis sampai dengan Bulan Desember 2021 

dapat kami sampaikan sebagai berikut :  

- Belanja anggaran Rp. 8.597.804.656,- realisasi Rp.7.938.903.347,-  (88,92%) 

- Belanja Operasi anggaran  Rp.8.397.606.416,-  Realisasi Rp. 7.514.856.383,-  

(88,92%) 

o Belanja Pegawai anggaran Rp.6.188.996.000  Realisasi Rp.5.572.842.442,- 

(90.04%) 

o Belanja Barang Jasa Anggaran Rp.2.208.610.416,-  Realisasi 

Rp.1,942.013.941,- (87,93%) 

- Belanja  Modal Anggaran Rp.200.198.240,- Realisasi Rp.198.417.440,- 

(99.11%) 

1.3.7. Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan 

BPBD Provinsi NTT membiayai 2 (dua) program dan 11 (sebelas) kegiatan, dengan 

realisasi sampai dengan bulan Desember 2021 sebagai berikut :  

Program  

 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan anggaran  

Rp.7,647,768,140,-  Realisasi Rp. 6,964,528,266,-  (91.07%) 

 Program Penanggulangan Bencana anggaran Rp. 950.036.516,- Realisasi Rp. 

680.972.357,-  (71,68%) 

Kegiatan  

o Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 

dengan anggaran Rp.16.006.000,- dan Realisasi Rp.16.006.000,- (100.00%) 

o Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  dengan anggaran    

Rp.6.146.836.000 dengan Realisasi  Rp.5.572.842.442 (90,66%)  

o Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan anggaran Rp.0 dan 

Realisasi  Rp.0 (0.00%) 

o Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan anggaran Rp.167.692.360  

dan Realisasi  Rp.141.711.960, (84,51%) 

o Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 

dengan anggaran Rp.41.358.240  dan Realisasi  Rp.41.358.240, (100.00%) 



o Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan anggaran 

Rp.641.836.020  dan Realisasi  Rp. 593.157.147, (94.54%) 

o Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 

Daerah dengan anggaran Rp.643.039.520  dan Realisasi  Rp.599.452.477 , (94.54%) 

o Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi dengan anggaran 

Rp.124.568.360  dan Realisasi  Rp. 97.624.504, (78.37%) 

o Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana dengan 

anggaran Rp.432.160.040  dan Realisasi  Rp.273.594.553, (63.31%) 

o Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana dengan anggaran 

Rp. 393.308.116  dan Realisasi  Rp.309.753.300, (78.76%) 

o Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana dengan anggaran Rp.0 

Realisasi  Rp.0, (0.00%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB II PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN  

DAN BELANJA DAERAH 
 

Urusan Penanggulangan Bencana dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah Provinsi NTT dengan Program Penanggulangan Bencana dan 4 Kegiatan. Akibat 

terjadinya Pandemi Covid-19 yang melanda di wilayah Nusa Tenggara Timur, mengakibatkan 

adanya kebijakan keuangan daerah dalam bentuk refocusing dan realokasi anggaran dalam 

rangka percepatan penanganan covid-19 di NTT, kebijakan keuangan daerah tersebut dapat di 

jelaskan sebagai berikut :  

- Belanja Daerah anggaran Murni sebesar Rp.12.074.287.196,- mengalami perubahan 

anggaran DPPA Pergub I menjadi Rp.11.318.178.139,- mengalami perubahan DPPA Pergub 

II menjadi Rp.11.036.847.619,- kemudian mengalami perubahan menjadi DPPA Pergub III 

Rp.8.597.804.656,- dengan realisasi Rp.7.938.903.347,-  (88.92%) 

- Belanja Operasi anggaran Murni sebesar Rp.7.956.665.760,- mengalami perubahan 

anggaran DPPA Pergub I menjadi Rp.7.385.473.229,- mengalami perubahan DPPA Pergub 

II menjadi Rp.7.104.142.709,- kemudian mengalami perubahan menjadi DPPA Pergub III 

Rp.8.397.606.416,- Realisasi Rp. 7.514.856.383,-  (88.92%) 

- Belanja Modal anggaran Murni sebesar Rp.4.117.621.436,- mengalami perubahan 

anggaran DPPA Pergub I menjadi Rp.3.932.704.910,- mengalami perubahan DPPA Pergub 

II menjadi Rp. 3.932.704.910,- kemudian mengalami perubahan menjadi DPPA Pergub III 

Rp.200.198.240,- Realisasi Rp. 198.417.440,-  (99.11%) 

Program  

 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan anggaran  Murni 

sebesar Rp.6.569.901.560,- mengalami perubahan anggaran DPPA Pergub I menjadi 

Rp.6.184.255.529,- mengalami perubahan DPPA Pergub II menjadi Rp. 6.184.255.529,- 

kemudian mengalami perubahan menjadi DPPA Pergub III Rp.7,647,768,140,-  Realisasi 

Rp. 6,964,528,266,-  (91.07%) 

 Program Penanggulangan Bencana anggaran Murni sebesar Rp.5.504.385.636,- mengalami 

perubahan anggaran DPPA Pergub I menjadi Rp.5.133.922,- mengalami perubahan DPPA 

Pergub II menjadi Rp. 4.852.592.090,- kemudian mengalami perubahan menjadi DPPA 

Pergub III  Rp. 950.036.516,- Realisasi Rp. 680.972.357,-  (71,68%) 

 

 

 

 



Kegiatan  

o Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan 

anggaran Murni sebesar Rp.6.370.000,- tidak mengalami perubahan anggaran DPPA 

Pergub I menjadi Rp.6.370.000,-,- tidak mengalami perubahan DPPA Pergub II menjadi 

Rp.6.370.000,- kemudian mengalami perubahan bertambah menjadi DPPA Pergub III  

Rp.16.006.000,- dan Realisasi Rp.16.006.000,- (100.00%) 

o Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  dengan anggaran Murni sebesar 

Rp.5.391.299.000,- mengalami perubahan anggaran berkurang  DPPA Pergub I menjadi 

Rp5.082.149.769,- mengalami perubahan DPPA Pergub II menjadi Rp.5.082.149.769,- 

kemudian mengalami perubahan bertambah menjadi DPPA Pergub III  

Rp.6.146.836.000 dengan Realisasi  Rp.5.572.842.442 (90,66%)  

o Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan anggaran Murni sebesar 

Rp.12.500.000,- mengalami perubahan anggaran berkurang DPPA Pergub I menjadi 

Rp0,- tidak mengalami perubahan DPPA Pergub II menjadi Rp.0,- kemudian tidak 

mengalami perubahan menjadi DPPA Pergub III  Rp.0 dan Realisasi  Rp.0 (0.00%) 

o Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan anggaran Murni sebesar 

Rp.242.494.600,- mengalami perubahan pengurangan anggaran DPPA Pergub I menjadi 

Rp.170.869.600,- tidak mengalami perubahan DPPA Pergub II menjadi 

Rp.170.869.600,- kemudian mengalami perubahan pengurangan menjadi DPPA Pergub 

III Rp.167.692.360  dan Realisasi  Rp.141.711.960, (84,51%) 

o Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 

dengan anggaran Murni sebesar Rp.31.370.040,- mengalami perubahan anggaran DPPA 

Pergub I bertambah menjadi Rp.41.358.240,- tidak mengalami perubahan DPPA Pergub 

II menjadi Rp.41.358.240,- kemudian tidak  mengalami perubahan menjadi DPPA 

Pergub III Rp.41.358.240  dan Realisasi  Rp.41.358.240, (100.00%) 

o Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan anggaran 

Murni sebesar Rp.592.986.020,- tidak mengalami perubahan anggaran DPPA Pergub I 

menjadi Rp.592.986.020,- tidak mengalami perubahan DPPA Pergub II menjadi  

Rp.592.986.020,- kemudian mengalami perubahan bertambah menjadi DPPA Pergub III 

Rp.641.836.020  dan Realisasi  Rp.599.452.477 , (94.54%) 

o Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

dengan anggaran Murni sebesar Rp.292.521.900,- mengalami perubahan pengurangan 

anggaran DPPA Pergub I menjadi Rp.290.521.900,- tidak mengalami perubahan DPPA 

Pergub II menjadi Rp.290.521.900,- kemudian mengalami perubahan bertambah 

menjadi DPPA Pergub III Rp. 643.039.520  dan Realisasi  Rp. 593.157.147 , (94.60%) 



o Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi dengan anggaran Murni sebesar 

Rp.243.473.860,- tidak mengalami perubahan anggaran DPPA Pergub I menjadi 

Rp.243.473.860,- tidak mengalami perubahan DPPA Pergub II menjadi 

Rp.243.473.860,- kemudian mengalami perubahan berkurang menjadi DPPA Pergub III 

Rp.124.568.360  dan Realisasi  Rp. 97.624.504, (78.37%) 

o Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana dengan anggaran 

Murni sebesar Rp.763.009.780,- mengalami perubahan pengurangan anggaran DPPA 

Pergub I menjadi Rp.708.841.830,- mengalami perubahan pengurangan DPPA Pergub II 

menjadi Rp.427.511.360,- kemudian mengalami perubahan bertambah menjadi DPPA 

Pergub III Rp.432.160.040  dan Realisasi  Rp.273.594.553, (63.31%) 

o Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana dengan anggaran 

Murni sebesar Rp.4.398.884.596,- mengalami perubahan pengurangan anggaran DPPA 

Pergub I menjadi Rp.4.181.606.870,- tidak mengalami perubahan DPPA Pergub II 

menjadi Rp.4.181.606.870,- kemudian mengalami perubahan berkurang menjadi DPPA 

Pergub III Rp. 393.308.116  dan Realisasi  Rp.309.753.300, (78.76%) 

o Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana dengan anggaran Murni 

sebesar Rp.99.017.400,- mengalami perubahan pengurangan anggaran DPPA Pergub I 

menjadi Rp.0,- tidak mengalami perubahan DPPA Pergub II menjadi Rp.0,- kemudian 

tidak mengalami perubahan menjadi DPPA Pergub III Rp.0 Realisasi  Rp.0, (0.00%) 

 

Pengurangan anggaran pada BPBD Prov. NTT yang mengakibatkan terjadinya 

perubahan pembiayaan dalam rangka pencapaian target yang telah disepakati dalam dokumen 

anggaran atau adanya sub – sub kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan dalam menunjang 

pencapaian target, antara lain :  

1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah   

2. Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana 

- Tidak dilaksanakannya Sub kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana  

- Tidak dilaksanakannya Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan 

dan Kesiapsiagaan Bencana  

3. Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana  

- Tidak dilaksanakannya sub kegiatan Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana 

(pembangunan Helipad) 

4. Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana 

 



BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN  

YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH 

 

3.1.Capaian Pelaksanaan program dan Kegiatan 

3.1.1. Capaian kinerja Program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam 

perjanjian kinerja 

Target kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja antara BPBD Provinsi 

NTT dengan Gubernur NTT dapat di lihat pada tabel berikut.  

NO 
SASARAN 

STRATEGIS 

INDIKATOR 

KINERJA 

KONDISI 

AWAL 

TARGET 

2021 
OUTCOMES BENEFIT IMPACT 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Meningkatnya 

Ketangguhan 

Bencana 

Daerah dan 

Adaptasi 

Terhadap 

Perubahan 

Iklim 

Cakupan  Daerah 

(Provinsi dan 

Kabupaten/Kota) 

yang memiliki 

rencana kontigensi 

kebencanaan  

40% 60%  

Meningkatnya 

Ketangguhan 

Bencana 

Daerah dan 

Adaptasi 

Terhadap 

Perubahan 

Iklim 

Meningkatnya 

daya dukung 

dan daya 

tampung 

lingkungan 

hidup serta 

pemanfaatan 

sumber daya 

alam secara 

berkelanjutan 

Mewujudnya 

masyarakat 

sejahtera , 

mandiri dan 

adil 

Cakupan 

Pemasangan 

Rambu 

Peringnatan Dini 

Pada Daerah 

Rawan Bencana 

0% 20% 

Cakupan 

Pemasangan 

Rambu 

Peringnatan Dini 

pada Kawasan 

Pariwisata Estate 

0% 0% 

Peningkatan 

jumlah desa / 

kelurahan tangguh 

bencana 

0% 62.5% 

 

Sesuai dengan Perjanjian kinerja pada tabel diatas, dan sesuai dengan 

permasalahan yang telah diuraiakan pada Bab II diatas, maka dapat disampaikan 

bahwa telah terjadi perubahan pencapaian target kinerja akibat adanya kebijakan 

keuangan daerah dengan merefocusing anggaran sehingga target kinerja ikut 

berubah menjadi 0% pada 1 (satu) indikator di atas.  

 

 

 



3.1.2. Capaian kinerja keluaran masing masing kegiatan pada setiap urusan 

pemerintahan/ urusan penunjang/ urusan pendukung pemerintah sesuai dengan 

target dalam dokumen anggaran dan masalah yang dihadapi serta solusi 

pemecahannya. 

BPBD Provinsi NTT mengelola 1 program wajib yakni Program Penanggulangan 

Bencana dengan uraian kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut: 

1. Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi, alokasi anggaran 

sebesar Rp.243.473.860,- setelah mengalami refocusing dan realokasi menjadi 

Rp.124.568.360  dan Realisasi  Rp. 97.624.504, pencapaian (78.37%) 

Berdasarkan skala ordinal Sangat Baik 

a. Sub Kegiatan Penyusunan Kajian Risiko Bencana dengan alokasi 

anggaran sebesar Rp.124.568.360,- Kegiatan ini hanya dilakukan 

sebagian dari  item karena ada refocusing anggaran. Item pekerjaan yang 

dilaksanakan adalah pengambilan data di Kabupaten / Kota dengan hasil  

yang tercapai Telah terkumpulnya data sebagai kelengkapan penyusunan 

dokumen Kajian Risiko Bencana. Kabupaten / Kota yang diambil 

datanya adalah Kabupaten Kupang, Malaka, Timor Tengah Selatan, 

Timor Tengah Utara, Rote Ndao, Alor, Manggarai Barat, Belu, 

Manggarai, Nagekeo, Kota Kupang. 

2. Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana dengan 

anggaran Murni sebesar Rp.763.009.780,- setelah mengalami refocusing dan 

realokasi menjadi Rp.432.160.040  dan Realisasi  Rp.273.594.553, 

pencapaian 63.31% 

a. Sub Kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana tidak 

dilaksanakan karena adanya refocusing anggaran. 

b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan 

Bencana dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 61.109.000 dan Realisasi 

sebesar Rp. 60.930.740 atau 99.71%. kegiatan ini berupa pembiayaan 

pemeliharaan kendaraan operasional penanggulangan bencana sebanyak 

19 unit  

c. Sub Kegiatan Pengelolaan Risiko Bencana dengan anggaran 

Rp.69.256.000,- dan realisai Rp.66.238.000,- atau 95.64% kegiatan ini 

berupa pengadaan dan pemasangan Rambu Peringatan Memasuki 

Kawasan Rawan Bencana. Karena adanya refocusing anggaran 

mengakibatkan hasil dari kegiatan ini berupa belanja modal pembuatan 



rambu peringatan dini, sedangkan pengiriman dan pemasangan rambu 

tidak dapat dilaksanakan. 

d. Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Kawasan Untuk Pencegahan dan 

Kesiapsiagaan Bencana. Kegiatan ini tidak dilaksanakan karena adanya 

refocusing anggaran. 

3. Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana dengan 

anggaran Murni sebesar Rp.4.398.884.596,- setelah mengalami refocusing 

dan realokasi menjadi Rp. 393.308.116  dan Realisasi  Rp.309.753.300, 

pencapaian 78.76% 

a. Sub Kegiatan Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana (pembanguna 

Helipad) anggaran Rp. 183.193.116 Realisasi Rp.127.533.000 atau 

69.62%. Kegiatan ini berupa belanja modal pembangunan Helipad di 

Kabupaten Manggarai Barat, namun karena adanya refocusing anggaran, 

kegiatan ini hanya mencapai tahapan Perencanaan berupa biaya 

konsultan perencana. 

b. Sub Kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban 

Bencana anggaran Rp. 210.115.000 realisasi Rp.182.220.300,- atau 

86.72% berupa penyediaan buffer stock logistik (beras) di BPBD 

Kab/Kota se - NTT  

4. Kegiatan Penataan Sistim Dasar Penanggulangan Bencana. Kegiatan ini tidak 

dilaksanakan karena adanya refocusing anggaran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

No Kebijakan Uraian Prog/ Keg Target Realisasi Permasalahan 

Upaya mengatasi 

permasalahan 

1 

 

 

PP Nomor 21 Tahun 

2008 tentang 

Penyelenggaraan 

Penanggulangan 

Bencana 

Program 

Penanggulangan 

Bencana 

Rp. 950.036.516,- Rp 680.972.357,-  (71.68%)   

1. Kegiatan Pelayanan 

Informasi Rawan 
Bencana Provinsi 

Input :  

Rp. 124.568.360 

Input :  

Rp. 97.624.504 (78.37%) 

  

Output :  

1. Terlaksananya Penyusunan Rencana Kontinjensi 

Provinsi  
 

Outcome 

1. Meningkatnya upaya Pemerintah Provinsi NTT 
dalam upaya Mitigasi Pengurangan Risiko 
Bencana  

 

Output :  

2. Terlaksananya Penyusunan Rencana 

Kontinjensi Provinsi  
 

Outcome 

1. Meningkatnya upaya Pemerintah Provinsi 
NTT dalam upaya Mitigasi Pengurangan 

Risiko Bencana  
 

  2. Kegiatan Pelayanan 
Pencegahan dan 
Kesiapsiagaan 

terhadap Bencana  

Input :  

Rp. 432.160.040 

Input :  

Rp. 273.594.553 (63.31 %)  

   

Output : 

1. Terlaksananya Penyediaan Peralatan Perlindungan 
dan Kesiapsiagaan Bencana  

2. Terlaksananya Pengelolaan Risiko Bencana  

3. Terlaksananya Penanganan Pasca Bencana 
Provinsi  
 

Outcome:  

Output : 

1. Terlaksananya Penyediaan Peralatan 
Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana  

2. Terlaksananya Pengelolaan Risiko Bencana  

3. Terlaksananya Penanganan Pasca Bencana 
Provinsi  

 

 



No Kebijakan Uraian Prog/ Keg Target Realisasi Permasalahan 

Upaya mengatasi 

permasalahan 

1. Terawatnya Peralatan Dan Kendaraan 
Penanggulangan Bencana  

2. Tersedianya Rambu Peringatan Memasuki 
Kawasan Rawan Bencana Khususnya Destinasi 
Wisata 

3. Tersedianya Dokumen Penilaian Kerusakan dan 
Kerugian Pada Masyarakat Pasca Bencana  

4. Tersedianya Laporan Monitoring Evaluasi Kegiatan 
Rehabilitasi Rekonstruksi  

 

Outcome:  

1. Terawatnya Peralatan Dan Kendaraan 

Penanggulangan Bencana  
2. Tersedianya Rambu Peringatan Memasuki 

Kawasan Rawan Bencana Khususnya 

Destinasi Wisata 
3. Tersedianya Dokumen Penilaian Kerusakan 

dan Kerugian Pada Masyarakat Pasca 

Bencana  
4. Tersedianya Laporan Monitoring Evaluasi 

Kegiatan Rehabilitasi Rekonstruksi  

 

  3. Kegiatan Pelayanan 
Penyelamatan dan 
Evakuasi Korban 
Bencana 

Input :  

Rp. 39.308.116 

Input :  

Rp. 309.753.300 (78.76%) 

  

Output : 

1. Tersedianya Pelayanan Penyelamatan Dan 

Evakuasi Korban Bencana 
 

Outcome :  

1. Tersedianya Laporan Kaji Cepat dan pengerahan 
SDM TRC dalam Situasi Tanggap Darurarat 

2. Tersedianya Survace Level Heliport 
3. Tersalurnya Bantuan Logistik Daerah Dan 

Terkirimnya Logistik/ Peralatan Bantuan BNPB 

saat Tanggap Darurat 
4. Tersedianya Logistik Dan Peralatan Untuk Korban 

Bencana 
 

Output : 

1. Tersedianya Pelayanan Penyelamatan Dan 

Evakuasi Korban Bencana 
 

Outcome :  

1. Tersedianya Laporan Kaji Cepat dan 
pengerahan SDM TRC dalam Situasi 

Tanggap Darurarat 
2. Tersedianya Survace Level Heliport 
3. Tersalurnya Bantuan Logistik Daerah Dan 

Terkirimnya Logistik/ Peralatan Bantuan 
BNPB saat Tanggap Darurat 

4. Tersedianya Logistik Dan Peralatan Untuk 
Korban Bencana 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.1.3. Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah 

ditetapkan dalam perjanjian kinerja. 

Dalam Pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan dalam dokumen anggaran 

terdapat sub – sub kegiatan yang saling mendukung untuk pencapaian target 

kinerja tahun 2021 yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, untuk 

jalasnya dapat di lihat pada tabel berikut :  

No 
Program/ 

Kegiatan 

Indikator Kinerja 

RPJMD 

Kegiatan Renja 2021 

Kegiatan Sub Kegiatan 

1 

 

Meningkatnya 

Ketangguhan 

Bencana 

Daerah dan 

Adaptasi 

Terhadap 

Perubahan 

Iklim 

Cakupan Daerah 

(Provinsi dan 

Kabupaten/Kota) 

yang memiliki 

rencana Kontinjensi 

Kebencanaan 

Pelayanan Informasi 

Rawan Bencana Provinsi  

Penyusunan Kajian Risiko 

Bencana 

Pelayanan Pencegahan dan 

Kesiapsiagaan terhadap 

Bencana 

Pelatihan Pencegahan dan 

Mitigasi Bencana 

Penyediaan Peralatan 

Perlindungan dan Kesiapsiagaan 

Bencana 

Penanganan Pasca Bencana 

Provinsi 

Kegiatan Pelayanan 

Penyelamatan dan 

Evakuasi Korban Bencana 

Respon Cepat Penanganan 

Darurat Bencana 

Penyediaan Logistik 

Penyelamatan dan Evakuasi 

Korban Bencana 

Penataan Sistim Dasar 

Penanggulangan Bencana 

Penguatan Kelembagaan 

Bencana Daerah 

Cakupan 

Pemasangan 

Rambu Peringatan 

dini pada daerah 

rawan bencana 

- - 

Cakupan 

Pemasangan 

Rambu Peringatan 

dini pada Kawasan 

Pariwisata Estate 

Pelayanan Pencegahan dan 

Kesiapsiagaan terhadap 

Bencana 

Pengelolaan Risiko Bencana 

Cakupan 

Desa/Kelurahan 

Tangguh bencana 

pada Kawasan 

Pariwisata Estate 

Pelayanan Pencegahan dan 

Kesiapsiagaan terhadap 

Bencana  

Penguatan kapasitas kawasan 

untuk pencegahan dan 

kesiapsiagaan bencana  

 

 

 

 

 



3.2.Kebijakan Strategis yang ditetapkan 

BPBD Provinsi NTT pada tahun 2021 mengeluarkan kebijakan – kebijakan 

strategis dalam bentuk Peraturan Gubernur dalam upaya – upaya penanggulangan 

bencana di wilayah Provinsi NTT antara lain : 

3.2.1. Peraturan Gubernur NTT Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Pedoman 

Pengelolaan Belanja Tidak Terduga Dan Sumbangan Masyarakat Dalam Rangka 

Penanganan Tanggap Darurat Bencana Alam Siklom Tropis, Banjir, Tanah 

Longsor, Gelombang Pasang Dan Abrasi Di Provinsi Nusa Tenggara Timur.  

Tujuan dari Peraturan Gubernur tersebut diatas adalah untuk memenuhi prinsip 

transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Belanja Tak Terduga yang bersumber 

dari APBD dan Sumbangan Masyarakat dalam bentuk uang dalam rangka 

penanganan Bencana Alam Siklom Tropis, Banjir, Tanah Longsor, Gelombang 

Pasang Dan Abrasi. Khususnya terkait tata cara dan mekanisme pengangaran, 

Pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan. 

 

3.2.2. Final Draft Rancangan Peraturan Gubernur Nomor. – Tentang 

Pelaksanaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Provinsi Nusa 

Tenggara Timur. 

Final Draft Peraturan Gubernur tersebut diatas merupakan penjabaran dari 

Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan 

Penanggulangan Bencana. 

 

3.3.Tindak lanjut Rekomendasi DPRD Tahun anggaran sebelumnya 

Pemerintah berterima kasih dan memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas 

rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi NTT terhadap Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam mencapai Target RPJMD Tahun 

2021 pada Misi Meningkatkan Ketersediaan Dan Kualitas Infrastruktur Untuk 

Mempercepat Pembangunan Inklusif Dan Berkelanjutan di NTT - Tujuan 3. 

Meningkatkan Ketersediaan Dan Kualitas Infrastruktur Untuk Mempercepat 

Pembangunan Inklusif Dan Berkelanjutan di NTT -  Sasaran 2. Meningkatkan 

Ketangguhan Bencana Daerah. Pada BPBD Prov. NTT dalam melaksanakan Dua 

Program Prioritas untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Sesuai dengan 

rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi NTT dapat kami jelaskan 

sebagai berikut: 

 



1. Sesuai rekomendasi agar Anggaran sebesar Rp. 877.300.000,- pada Perubahan 

APBD Tahun 2021 untuk menyediakan system informasi early  warning system  

terkait peringatan dini kebencanaan hidrometeorologi di NTT, maka dapat 

dijelaskan sebagai berikut :  

- Dapat kami sampaikan bahwa early  warning system  terkait peringatan dini 

kebencanaan hidrometeorologi di NTT telah berjalan di PUSDALOPS – PB 

dengan dukungan anggaran tersebut, Informasi dan pelaporan sudah tersedia 

pada website BPBD Prov. NTT dengan alamat  : http://bpbd.nttprov.go.id ; 

halaman facebook https://www.facebook.com/bpbdprovntt ; dan halaman 

instagram https://www.instagram.com/pusdalopsprovntt/ . 

2. Sehubungan dengan rekomendasi  ke dua yakni “ BPBD tetap memprioritaskan 

perbaikan sistim bencana melalui Pusdalops sehingga Komisi meminta BPBD 

mengalokasikan biaya perbaikan jaringan internet dan lainnya pada 

PUSDALOPS BPBD 

- Dapat kami jelaskan bahwa : untuk Tahun Anggaran 2021 jaringan internet 

untuk Pusadalops disediakan oleh Dinas Infokom Provinsi NTT, untuk Tahun 

Anggaran 2022 BPBD Sudah Menganggarkan biaya berlangganan internet 

serta maintenance servers dan biaya perawatan serta operasional Pusdalops. 

3. Berkaitan dengan rekomendasi : BPBD mengalokasikan biaya Mitigasi Bencana 

untuk Kelompok Rentan, Perempuan, Anak dan Difabel,  

-  Dapat kami dijelaskan bahwa Mitigasi Bencana untuk Kelompok Rentan, 

Perempuan, Anak dan Difabel  merupakan sebagian indicator dari Kegiatan 

Desa/Kelurahan Tangguh bencana yang merupakan salah satu indicator 

pencapaian RPJMD 

4. Sehubungan dengan rekomendasi : Biaya Balik nama dan Perawatan Kendaraan 

Kebencanaan, dapat dijelaskan bahwa pada pada Perubahan APBD BPBD telah 

mendapatkan tambahan alokasi anggaran untuk membayar pajak dan perawatan 

kendaraan kebencanaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://bpbd.nttprov.go.id/
https://www.facebook.com/bpbdprovntt
https://www.instagram.com/pusdalopsprovntt/


 

 

BAB IV CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN 

PENUGASAN 

BPBD Provinsi NTT tahun 2021 tidak mengelola Dana Tugas Pembantuan dan 

Penugasan, namun BPBD Provinsi NTT melaksanakan pengelolaan Belanja Tak Terduga (BTT) 

dalam Rangka Penanganan Tanggap Darurat Bencana Alam Siklom Tropis, Banjir, Tanah 

Longsor, Gelombang Pasang Dan Abrasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan 

Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2021 sejumlah Rp.1.886.124.300 dengan Realisasi sebesar 

Rp.1.513.552.373 atau 80.25% yang di gunakan selama masa tanggap darurat  di Posko Seroja 

Aula Eltari; di bawah Peraturan Gubernur yang sama, BPBD Provinsi Juga Mengelola Dana 

Bantuan Masyarakat Sebesar Rp.10.808.734.261,- dengan Realisasi sebesar Rp.10.808.612.650,- 

atau sebesar 99.99%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB V PENUTUP 

Penyusunan dan penyampaian LKPJ Tahun 2021 mempedomani ketentuan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan 

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 

 

   Kupang, 31 Desember 2021 

KEPALA PELAKSANA 

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, 

 

 

 

 

AMBROSIUS KODO, S.SOS 

PEMBINA Tk. I 

NIP. 19710220 199503 1 002 

 

 

 

 

 

 


